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Syarat Perlu Unggul IAPT 4.1





Pemenuhan Penilaian Unggul/Terakreditasi

• Telah terpenuhi seluruh syarat perlu perolehan status Terakreditasi/ 
Terakreditasi Unggul.

• Total skor minimal adalah 80%, yaitu skor minimal 80 untuk
perolehan status Terakreditasi atau 160 untuk perolehan status 
Terakreditasi Unggul.

• Dosen homebase harus mengajar, dosen tubel perlu digantikan.









Gap Analysis: Syarat Unggul Kuantitatif [1]



Gap Analysis: Syarat Unggul Kuantitatif [2]



Syarat Unggul Kualitatif

• Pengembangan dan implementasi SPMI PT yang efektif

• Pelaksanaan Audit Keuangan dari KAP dan dipublikasikan

• Pernyataan Fokus Misi dan Rencana Pengembangannya

• Rekognisi atas keunggulan PT sesuai diferensiasi misinya



#1 Strategi Menuju Unggul



#1-1 Identifikasi Gap: Kertas Kerja



Indikator/Sub Indikator ke- Bunyi Indikator Deskriptor Pemenuhan

Indikator

Bukti Implementasi

(5W1H)

Narasi PIC (1)

Kertas Kerja

Indikator/Sub Indikator ke- Bukti Fisik Rencana Tindak Lanjut PIC (2) Due Date



Cara Membaca Instrumen

1

2
3

4

5

Lampiran 3c PTS Akademik

Total 39 Indikator, dan 65-an

Sub Indikator



Pemakaian Kertas Kerja…

• Menetapkan rujukan dari IAPT 4.1

• Kolom 1-3 pada kertas kerja diisikan sesuai matriks penilaian

• Identifikasi kata kunci dalam indikator pemenuhan

• Setiap kata kunci identifikasi bukti dukung implementasi di PT 

• Bukti dukung yang belum ada/dijalankan maka perlu disusun
rencana tindak lanjutnya (RTL) dalam kertas kerja bagian bawah

• RTL ini menjadi gap “kebutuhan” bagi PT dan menjadi arah
perbaikan/peningkatan ke depan.

• Lihat contoh untuk LAMPTKes Prodi Ners



VMTS: LAM-PTKes



21

Concept Map

VMTS

Rumusan Pernyataan VMU

VMU dan kontribusi dalam
permasalahan di masyarakat

Mekanisme Penyusunan dan 
Operasionalisasi

Sosialisasi VMU

VMU dalam Perencanaan, 
implementasi, monitoring

Kesesuaian VMU dengan regulasi



#1-2 Sinkronisasi Standar PT 
dengan Indikator Akreditasi
Unggul



Stakeholder 

PT/PS

LAM/BAN PT

Mahasiswa

Pengguna Lulusan

Dosen dan Tendik

Mitra Kerjasama



Rujukan Standar PT

Internal PT

Standar PT

Eksternal PT

Pemerintah

SN-Dikti

Visi, Misi, dan 

nilai-nilai di PT

BAN-PT 

(IAPT/IAPS)

LAM-PT

Sumber-sumber

lainnya (e.g. IKU PT)



Contoh Sinkronisasi Standar





#1-3 Sinkronisasi Program 
Kegiatan Tahunan (Renop) 
dengan KPIs



Signifikansi Renop

• The evil is in detail (Visi Gratis, Renop Tidak)

• Implementasi program pengembangan dalam kegiatan
operasional perlu pengalokasian sumber daya (uang, 
sarpras, orang, dan lain-lain) 

• Pemborosan banyak terjadi saat rencana menjadi
Tindakan operasional



Quality Planning









Detilkan Aktivitas: TOR 

(Implementasi program dan alokasi

sumber daya)

TOR

KPI

PIC

Nama 

Kegiatan
Anggaran

Review



Quality Control (Proses)





Quality Control (Hasil)





#1-4 Penguatan SDM dan IT 
Penjaminan Mutu untuk
Menjalankan PPEPP



Kompetensi Organ Penjaminan Mutu

• Pemahaman terhadap mutu dan sistem penjaminan mutu

• Pemahaman tentang SN Dikti

• Kemampuan memahami tupoksi dalam siklus PPEPP

• Kemampuan menyusun Standar PT

• Kemampuan menyusun instrumen evaluasi, SOP, formulir, 
Pedoman, dan lain-lain

• Kemampuan melakukan Audit Mutu Internal

• Kemampuan dalam memahami instrumen akreditasi

• Kemampuan menyelenggarakan RTM

• Kemampuan menyusun analisis dan laporan SPMI

• dll

Pelatihan



Pemanfaatan IT dalam Penjaminan Mutu

• Penetapan : Untuk penyimpanan dokumen dan bukti

• Pelaksanaan : Memantau dan memonitor pelaksanaan tridharma
maupun non akademik

• Evaluasi : Mengelola audit, memonitor capaian, EWS, 
menganalisis hasil

• Pengendalian : Menyimpan tindakan koreksi, rencana tindak lanjut
dll

• Peningkatan : Menyimpan



Pengelolaan Program:

https://apple.ums.ac.id

Pengelolaan AMI

https://ami.ums.ac.id

Pengukuran KPI

https://monev.ums.ac.id

Feedback stakeholders:

https://survey.ums.ac.id

https://tracerstudy.ums.ac.id  



Ditetapkan oleh 

pimpinan PT yang 

diwakili oleh 

pimpinan unit-unit 

terkait (Mitigasi

Risiko) 

LJM

LJM
LJM

LJM dan 

Auditor

LJM dan 

Auditor











#1-5 Efektivitas







Akreditasi… (2025)

4 Prodi

3 Prodi

5 Prodi

7 Prodi

5 Prodi, 11 Unit

IAAHEH  2 Prodi sedang menunggu Hasil AL









#2 Tata Kelola PT: Diferensiasi Misi
A Mission Driven Approach to Uni Gov.



Definisi…?

• Mission: a statement that declares the purpose of a business or an 
organization.

• Vision: a statement that addresses where a business or an 
organization hopes to be in the future.



Kondisi
saat ini

Kondisi syang 
dicita-citakan

Bagaimana kita 
tahu kalau kita 
sudah sampai?

Bagaimana kita tahu bahwa kita 
progresnya menuju arah yang 
benar?

Bagaimana cara mencapai 
progres secara efektif dan 
efisien?

2045

2025

Transforming dream to plan



Kondisi 
saat ini

VISI

MISI

TUJUAN & 
SASARAN

PLAN: RPJP/RIP-RENSTRA-
RENOP

STRATEGI
INDIKATOR

2045

2025



Visi – No Aksi

Kondisi saat ini

VISI

MISI

2045

2025 2045



Kondisi saat ini

MISI

PLAN: RPJP/RIP-RENSTRA-
RENOP

STRATEGI

Aksi – No Visi



“A vision without a plan is just a dream. 

A plan without a vision is a nightmare.”  
- Japanese proverb



Quality 
Planning (P)

Quality 
Control (D)

Quality 
Assurance 

(C)

Quality 
Improvement 

(A)

Setting the quality 
objectives: Standard, 

KPI, Specifications, etc

Measuring output 
relative to a standard 
and taking corrective 

actions

Developing proactive 
approach to ensure the 

process producing 
quality products

Establishing continuous 
quality improvement

Manajemen Mutu



VIS

I



Visi + Aksi

Kondisi saat ini

VISI

MISI TUJUAN & 
SASARAN

PLAN: RPJP/RIP-
RENSTRA-RENOP

STRATEGI INDIKATOR



Fase Penguatan SDM 
2009-2013

Penguatan Lembaga 
dan Modernisasi 

Organisasi

2013-2017

Penguatan Reputasi 
Nasional dan 
Internasional

2017-2021

Pemantapan reputasi 
nasional dan 
internacional

2021-2025

Fase  Pember Arah 
Perubahan 

2025-2029

Visi  UMS

Sasaran

RPJP 2009-
2029

RENSTRA Milestone

2021-2022

Milestone

2022-2023

Milestone

2023-2024

Milestone

2024-2025

Sasaran 4 tahunan
Fase-4

RENOP
RENOP

2022-2023

Sasaran 2022-2023

Sasaran 4 tahunan
Fase 1

Sasaran 4 tahunan
Fase 2

Sasaran 4 tahunan
Fase 3

Sasaran 4 tahunan
Fase 4

Sasaran 
Tahun 1

Sasaran 
Tahun  2

Sasaran 
Tahun  3

Untuk mencapai sasaran diperlukan 
Pemilihan Strategi yang tepat



Transforming Dreams to Plan: Common Problems?

• Indikator tidak relevan

• Indikator tidak terukur

• Indikator telalu berorientasi pada input bukan output/outcome

• Target indikator tidak mempertimbangkan benchmarking

• Indikator belum mengakomodasi kebutuhan stakeholder (misal
Lembaga Akreditasi, terlalu inward looking)  



Kriteria #4 IAPT 4.1: Diferensiasi Misi

• Misi PT adalah Tridharma→ Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat

• Pernyataan: Dokumen RIP – Renstra (Konsistensi dalam Indikator)

• Perguruan tinggi diberi ruang untuk memilih fokus tridharma;

• Menghindari PENYERAGAMAN PT

• Pemilihan diferensiasi untuk:

• mengoptimalkan sumber daya yang terbatas; 

• meningkatkan relevansi dengan kebutuhan eksternal; dan 

• menajamkan strategi keunggulan masing-masing



Diferensiasi Misi

Penetapan diferensiasi misi dan 

ketersediaan rencana strategis serta peta

jalan pengembangan PT dalam

mewujudkan diferensiasi misinya

Perguruan Tinggi melaksanakan program 

tridharma sesuai dengan renstra dan peta 

jalan pengembangan

Perguruan Tinggi melaksanakan penilaian

kesesuaian capaian tridharma terhadap

diferensiasi misi PT

Pengakuan dan apresiasi terhadap 

keunggulan penyelenggaraan tridharma 

dari eksternal sesuai diferensiasi misi dan 

mandat kementrian/lembaga induk.



#4-36. Penetapan diferensiasi misi dan ketersediaan rencana strategis serta peta jalan pengembangan PT 
dalam mewujudkan diferensiasi misinya

A. Perguruan tinggi memiliki diferensiasi misi yang 
jelas dan realistis.

B. Perguruan tinggi memiliki rencana strategis dan 
peta pengembangan institusi yang jelas, 
komprehensif dan relevan dengan pelaksanaan
diferensiasi misi dan pencapaian visi institusi
yang ditunjukkan dengan aspek berikut:

1) Ketersediaan rencana pengembangan
jangka panjang (15-25 tahun), jangka
menengah (4-5 tahun), dan jangka pendek
(1 tahun).

2) Indikator dan target yang selaras dengan
diferensiasi misi sesuai dengan fokus
pengembangan yang ditetapkan
(Pendidikan atau Penelitian dan atau
PKM), terukur, dan disusun melalui kajian
pembandingan dengan institusi rujukan.

3) Perumusan strategi pencapaian yang 
sistematis dan komprehensif.

1) Perguruan tinggi memiliki misi yang memenuhi aspek berikut: 
a. menunjukkan diferensiasi dan fokus pengembangan yang menegaskan keunggulan khas

PT sesuai mandat pendirian dan terlibat dalam agenda wilayah/nasional/internasional
(antara lain pembangunan daerah/nasional, ESG, SDGs, dll) sesuai keunggulan PT. 

b. dilengkapi dengan visi dan tujuan yang terukur, jelas dan relevan fokus misi yang 
ditetapkan serta menunjukkan posisi strategis PT dan kontribusinya dalam agenda 
wilayah/nasional/internasional. 

c. didukung sumber daya yang memadai dan berkesesuaian langsung dengan keunggulan
khas PT, dan 

d. menunjukkan bukti nyata daya saing/keunggulan dalam skala regional/nasional dan/atau
internasional sesuai fokus misi. 

2) Perguruan tinggi merumuskan rencana pengembangan institusi yang mencakup aspek berikut: 
a. menunjukkan peta pengembangan jangka panjang dan menengah dengan roadmap dan 

milestone yang jelas, indikator pencapaian yang terukur, relevan dengan fokus misi, dan 
menunjukkan daya saing perguruan tinggi sesuai fokus misi. 

b. mencakup pengembangan tridharma perguruan tinggi sesuai fokus misi yang ditetapkan, 
dan pengembangan sumberdaya (sarana dan prasarana [termasuk sistem informasi], 
sumber daya manusia, keuangan, tata kelola dan penjaminan mutu, kerjasama, dan 
mahasiswa) dalam mendukung pelaksanaan tridharma yang selaras dengan keunggulan
khas PT secara konsisten dan berkelanjutan, dan 

c. dilakukan peninjauan secara berkala untuk mengakomodasi potensi risiko karena
perubahan internal dan eksternal yang terjadi di wilayah/nasional/internasional sesuai
fokus misinya. 

d. secara konsisten menjadi rujukan dalam pengembangan UPPS/unit kerja di seluruh

institusi..



Misi PT
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VISI

2045

2025

TUJUAN & 
SASARAN

Indikator

a. Relevan dengan focus misi

b. Menunjukkan posisi strategis PT

c. Kontribusi dalam Agenda 

nasional/Internasional

Sumber Daya memadai dan relevan dengan keunggulan PT



#4-37. Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan renstra dan peta jalan
pengembangan

Perguruan Tinggi melaksanakan
program tridharma sesuai dengan
rencana strategis dan peta jalan
pengembangan.

Perguruan tinggi menunjukkan telah memenuhi aspek
berikut: 

1) menjalankan program secara konsisten dan alokasi
sumber daya yang relevan, spesifik dan terarah dan 
selaras dengan rencana strategis dan peta jalan
pengembangan yang telah disusun sesuai fokus misi. 

2) mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan
program berbasis data untuk perbaikan secara
konsisten dan berkelanjutan.



#4-38. Perguruan Tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi PT

Perguruan tinggi melaksanakan penilaian
kesesuaian capaian tridharma terhadap
diferensiasi misi perguruan tinggi yang 
mencakup aspek berikut: 

1) Evaluasi keterlaksanaan misi perguruan
tinggi setiap tahun; 

2) Kajian pembandingan capaian dengan
pihak eksternal; 

3) Pelaporan ketercapaian diferensiasi misi
ke stakeholders; 

4) Identifikasi perkembangan kebutuhan
masyarakat/DUDIK untuk perbaikan
strategi perguruan tinggi. 

Perguruan tinggi menunjukkan telah melaksanakan aspek
berikut: 

1) mengevaluasi efektivitas ketercapaian visi dan 
keterlaksanaan diferensiasi misi yang menunjukkan
posisi strategis dan kontribusi PT dalam mendukung
agenda nasional/global sesuai fokus misi dan 
menyampaikan hasilnya ke para pemangku
kepentingan internal dan eksternal setiap tahun; 

2) secara berkala melakukan kajian pembandingan
capaian dengan institusi sejenis pada level 
wilayah/nasional dan/atau internasional sesuai fokus
misinya, melakukan evaluasi kondisi eksternal & 
internal dan analisis SWOT untuk merumuskan
strategi, menyusun program dan mengalokasikan
sumber daya tahun berikutnya.



#4-39. Pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari eksternal sesuai
diferensiasi misi dan mandat kementrian/lembaga induk.

Perguruan Tinggi 
mendapatkan pengakuan dan 
apresiasi terhadap keunggulan
penyelenggaraan tridharma
dari masyarakat/DUDIK sesuai
dengan diferensiasi misi yang 
telah ditetapkan dan mandat
kementrian/lembaga induk
dalam 5 tahun terakhir.

Perguruan tinggi memiliki bukti sahih: 

1) pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIK terhadap keunggulan PT sesuai
dengan diferensiasi misinya. Pengakuan dalam bidang Pendidikan a.l. program studi
unggulan yang memperoleh akreditasi unggul/ internasional, prestasi mahasiswa, atau
kemitraan pendidikan strategis nasional/internasional; atau Pengakuan dalam bidang
Penelitian a.l. adanya pusat penelitian unggulan yang diakui oleh lembaga
nasional/internasional, paten terdaftar, publikasi bereputasi internasional, atau
kolaborasi riset strategis; atau Pengakuan dalam bidang Pengabdian kepada
Masyarakat a.l. desa binaan/mitra industri/komunitas internasional yang 
menunjukkan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan berbasis inovasi yang 
dihasilkan perguruan tinggi. 

2) kontribusi nyata diferensiasi misi PT terhadap pencapaian agenda 
wilayah/nasional/internasional yang dibuktikan dengan capaian yang terukur, 
misalnya kebijakan publik, inovasi teknologi, model pemberdayaan masyarakat, atau
kontribusi pada pembangunan berkelanjutan. 

3) pengakuan dan kontribusi tersebut bersifat berkelanjutan, dibuktikan dengan
keberulangan dalam periode ≥ 5 tahun, serta peningkatan kepercayaan publik yang 
tercermin dari stabilitas atau pertumbuhan mahasiswa baru, mitra kolaborasi, dan 
dukungan eksternal terhadap misi PT.



#3 Tata Kelola PT: Akuntabilitas



Kriteria #3 Akuntabilitas

• Otonomi adalah prasyarat untuk berfungsinya sebuah perguruan
tinggi yang sehat.

• Aspek-aspek otonomi: organisasi (organizational autonomy), 
keuangan (financial autonomy), sumber daya manusia (staffing 
autonomy), dan akademik (academic autonomy).

• Akuntabilitas merupakan prasyarat diberikannya otonomi. 
Bagaimana PT menunjukkan akuntabilitas pengelolaan PT.



Akuntabilitas

Dokumen formal tata kelola mencakup: 

perencanaan dan renstra pengembangan

kegiatan pendidikan, Statuta, struktur organisasi

dan tugas pokok serta fungsinya.

Keberfungsian sistem pengelolaan

fungsional dan operasional perguruan

tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai

berikut: 1) perencanaan (planning), 2) 

pengorganisasian (organizing), 3) 

penempatan personil (staffing), 4) 

pengarahan (leading), dan 5) 

pengawasan (controlling).

Perguruan Tinggi memiliki sistem tata 

pamong sesuai konteks institusi untuk

menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan 

transparansi, serta mitigasi potensi risiko.

Perguruan Tinggi memiliki sistem

pengelolaan data dan informasi berbasis

TIK

Perguruan Tinggi memiliki Rencana 

strategis keuangan dalam periode 5 

tahunan

Praktik baik perwujudan Good University 

Governance (GUG) termasuk

penanggulangan dan penindakan

terhadap kekerasan seksual, 

perundungan, dan intoleransi yang terjadi

di internal Perguruan Tinggi

Keterwujudan suasana akademik yang 

kondusif



Akuntabilitas

Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan 

pedoman penerimaan mahasiswa baru

Tingkat kepuasan pemangku kepentingan

terhadap tata pamong pengelolaan

organisasi

Perguruan Tinggi memiliki sistem

pengelolaan mahasiswa, layanan

mahasiswa dan pemenuhan terhadap

standar minimum pendidikan.

Perguruan Tinggi menjalankan pola

pengelolaan keuangan sesuai dengan

status penyelenggaraannya

Perguruan Tinggi/ Program Studi

memperoleh audit eksternal keuangan



#3-24. Tata pamong dan tata kelola: Perguruan Tinggi memiliki statuta dan struktur organisasi…

Dokumen formal tata kelola mencakup: Statuta, struktur organisasi dan 
tugas pokok serta fungsinya. 

Catatan: 

Fokus penilaian pada Perguruan tinggi memiliki dokumen formal 
mencakup: 

1) statuta yang setidaknya mengatur mengenai: a. ketentuan umum; b. 
identitas; c. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; d. sistem
pengelolaan; e. sistem penjaminan mutu internal; f. bentuk dan tata 
cara penetapan peraturan; g. pendanaan dan kekayaan; h. ketentuan
peralihan; dan i. ketentuan penutup. 

2) Struktur organisasi yang setidaknya mempunyai unsur-unsur disertai
dengan tugas pokok dan fungsinya: a. penyusun kebijakan; b. 
pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang
akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata 
usaha. organ, tugas pokok dan fungsi, manajerial.

Perguruan tinggi memiliki bukti sahih 
dokumen formal secara lengkap mencakup: 
statuta, struktur organisasi dan tugas pokok
serta fungsinya yang ditetapkan dengan
ketetapan formal oleh lembaga yang 
berwenang serta telah berjalan secara
efektif dan konsisten



#3-25. Perguruan Tinggi memiliki sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin
akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.

Pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan 
transparansi, serta mitigasi potensi risikonya. 

Catatan : 

1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang
akademik dan nonakademik berdasarkan diferensiasi misi perguruan tinggi. 

2) Cakupan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan minimal 
meliputi aspek-aspek: a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b. pemantauan potensi risiko; 
diantaranya praktek korupsi, pengaduan masyarakat, penurunan data dan 
informasi pada PD Dikti, dan indikasi penurunan mutu lainnya c. penjaminan
kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d. 
penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan
atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran
peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundangundangan; dan 
e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan
dan/atau sumber daya dari mitra

3) Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain : a. UU 13 tahun
2013 tentang Ketenagakerjaan b. UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 
(khusus bagi PT yang mempunyai tenaga kerja ASN), b. UU 28 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 

Perguruan tinggi menetapkan kebijakan
formal terkait pengawasan dan 
pengendalian untuk menjamin akuntabilitas
dan transpaaransi, serta mitigasi risikonya
baik akademik maupun non akademik yang 
mencakup 5 aspek serta telah berjalan
dengan efektif dan konsisten yang 
ditunjukan dengan menerapkan komitmen
WBBM yang ditunjukkan dengan
keberadaan kebijakan, prosedur serta hasil
survey terhadap para stakeholder yang 
merasa puas minimal 80%



#3-26. Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis TIK

Kebijakan pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi
kemahasiswaan, akademik, sumber daya manusia, dan 
keuangan. 

Catatan:

Pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan
untuk: a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, 
kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan
keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan
data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. 
menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat
diakses publik, dan e. menjamin keteraksesan publik.

Perguruan tinggi memiliki kebijakan formal terkait
pengembangan sarana dan prasarana teknologi
informasi dan komunikasi (TIK) untuk manajemen
dan pengelolaan data dan informasi dan perguruan
tinggi membuat rencana pengembangan terkait TIK 
untuk mendukung manajemen dan pengelolaan
data dan informasi serta terimplementasikan
dengan konsisten



#3-27. Perguruan Tinggi memiliki Rencana strategis keuangan dalam periode 5 tahunan

A. Rencana strategi Keuangan, sistem pengelolaan dan sumber dana

Catatan : Sumber dana di luar mahasiswa dengan catatan : 

Mencakup: a. Pendapatan dari riset dan inovasi: hibah riset
nasional/internasional, kontrak riset dengan industri, royalti dari paten/hak
cipta/teknologi tepat guna, hasil komersialisasi inovasi, pendapatan dari inkubasi
bisnis/startup berbasis riset. b. Pendapatan dari kerja sama dan layanan: jasa
konsultasi, pelatihan/sertifikasi profesi, kerja sama internasional (joint program, 
double degree), layanan profesional (laboratorium, rumah sakit pendidikan, 
klinik, dll.). c. Pendapatan dari usaha dan unit bisnis perguruan tinggi: hasil
pengelolaan aset produktif (gedung, tanah, sarana olahraga), usaha komersial
(koperasi, kantin, hotel, penerbitan, wisata edukasi), dan unit bisnis lain yang 
sah menurut regulasi. 

Tidak Termasuk: a. SPP/UKT/biaya kuliah mahasiswa. b. Subsidi langsung dari
pemerintah (block grant reguler). c. Sumbangan/filantropi yang tidak masuk
laporan keuangan resmi perguruan tinggi. 2. Standar pembiayaan merupakan
kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar
kompetensi lulusan. 3. Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan 
biaya operasional

B. Kebijakan pendanaan untuk kelompok mahasiswa yang kurang beruntung.

1) Perguruan tinggi memiliki dokumen formal 
rencana anggaran tahunan mengenai
penerimaan dan alokasinya, dan memiliki
perencanaan jangka 5 tahunan, dengan
ditetapkan melalui ketetapan formal serta
mekanisme pengelolaan dana dan telah
dilaksanakan secara konsisten serta tersedia
dana dan sumber dananya yang mendukung
kegiatan tridarma dengan sumber dana di luar

mahasiswa minimal 10% dari total penerimaan

2) Perguruan tinggi menetapkan kebijakan
bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang 
memiliki keterbatasan kemampuan ekonom
dan tersedia bukti fisik telah diterapkan secara
konsisten sesuai kemampuan perguruan tinggi
yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



#3-28. Praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) termasuk penanggulangan dan penindakan
terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang terjadi di internal Perguruan Tinggi

A. Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktik
baik perwujudan GUG paling tidak mencakup
aspek berikut: 1. kredibilitas, 2. transparansi, 
3. akuntabilitas, 4. tanggung jawab, 5. 
keadilan, dan 6. manajemen risiko

B. Keberadaan dan keberfungsian
lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk
menjamin tata nilai dan integritas

C. Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan 
kesejahteraan hidup sivitas akademika.

1) Perguruan tinggi memiliki dokumen formal pengembangan
GUG dan turunannya secara lengkap dan memenuhi aspek
legal serta bukti yang sahih terkait praktik baik
penyelenggaraan GUG mencakup 6 aspek secara konsisten, 
serta Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan

tahunan kepada masyarakat.

2) Perguruan tinggi memiliki lembaga/fungsi yang melaksanakan
penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas
dan telah berjalan secara efektif

3) Perguruan tinggi memiliki kebijakan mengenai perwujudan
kampus yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi sivitas (bebas
dari kekerasan fisik maupun seksual serta bebas dari
diskrimnasi) dan ada bukti implementasi terkait hal tersebut
secara konsisten.



#3-29. Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi…

A. Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem
pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi
yang mencakup 5 aspek berikut: 1) perencanaan
(planning ), 2) pengorganisasian (organizing ), 3) 
penempatan personil (staffing ), 4) pengarahan (leading ), 
dan 5) pengawasan (controlling ). 

B. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan
mencakup 11 aspek berikut serta keterlaksanaanya: 1) 
pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan 
otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) 
PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) 
sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) 
kerjasama.

1) Perguruan tinggi memiliki kebijakan mengenai
perwujudan kampus yang aman, nyaman, dan 
sejahtera bagi sivitas (bebas dari kekerasan fisik
maupun seksual serta bebas dari diskrimnasi) 
dan ada bukti implementasi terkait hal tersebut
secara konsisten.

2) Perguruan tinggi memiliki bukti formal 
keberfungsian sistem pengelolaan fungsional
dan operasional perguruan tinggi yang 
mencakup 5 aspek dan berjalan secara

konsisten.



#3-30. Keterwujudan suasana akademik yang kondusif

Keterwujudan suasana akademik yang kondusif yang 
didukung oleh: 

1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana
akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, 
kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar
akademik. 

2. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan tridarma
di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan 
etika akademik yang mewujudkan suasana akademik
yang kondusif untuk mendukung kebebasan
akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi
keilmuan yang bertanggung jawab

Perguruan tinggi memiliki ketetapan formal terkait
perwujudan suasana akademik yang kondusif secara
lengkap mencakup otonomi keilmuan, kebebasan
akademik, dan kebebasan mimbar akademik dan 
bentuk keterlaksanaan kegiatan tridarma di 
perguruan tinggi yang menjunjung tinggi integritas
dan etika akademik yang mewujudkan suasana
akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan
akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi
keilmuan yang bertanggung jawab, serta berjalan
secara konsisten setiap bulan.



#3-31. Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru

A. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, 
Inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang 
kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan
suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan 
disabilitas)

B. Perguruan tinggi berupaya memperluas akses calon
mahasiswa dengan cara: 1) Pembelajaran jarak jauh
(PJJ); 2) Sharing sumberdaya pembelajaran; 3) 
Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi
tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, 
berprestasi tinggi; 4) Kebijakan rekrutmen melalui
RPL. Catatan: Berdasarkan Permendikbud No.7/2020, 
PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk matakuliah
(salah satu contohnya melalui SPADA Indonesia), 
Program Studi dan Perguruan Tinggi.

1) Perguruan tinggi memiliki bukti sahih progam-
program yang terencana dalam menyiapkan
mahasiswa baru yang mencakup setidaknya empat

aspek serta dilakukan monitoring dan evaluasinya.

2) Perguruan tinggi memiliki bukti sahih praktek baik
layanan kemahasiswaan yang mencakup setidaknya
empat aspek diantara poin a sampai dengan e dan 
dilakukan survey kepuasan.



#3-32. Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan
terhadap standar minimum pendidikan

A. Penyiapan mahasiswa minimal meliputi: 

a) Penjelasan umum perguruan tinggi; 

b) cara belajar yang menjunjung prinsip integritas
akademik; 

c) cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan
seksual, perundungan, dan intoleransi; dan 

d) cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi
yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.

B. Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau
terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi minimal 
meliputi layanan: a) Administrasi akademik; b) Bimbingan
konseling; c) Kesehatan; d) Keperluan dasar untuk
mahasiswa berkebutuhan khusus; e) Layanan terhadap
Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

1) Perguruan tinggi memiliki bukti sahih progamprogram
yang terencana dalam menyiapkan mahasiswa baru
yang mencakup setidaknya empat aspek serta
dilakukan monitoring dan evaluasinya.

2) Perguruan tinggi memiliki bukti sahih praktek baik
layanan kemahasiswaan yang mencakup setidaknya
empat aspek diantara poin a sampai dengan e dan 
dilakukan survey kepuasan.



#3-33. Perguruan Tinggi menjalankan pola pengelolaan keuangan…

Pengelolaan keuangan perguruan tinggi. 

Catatan: 

1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal 
komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai
standar kompetensi lulusan. 

2) Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan 
biaya operasional.

Perguruan tinggi memiliki bukti telah memiliki
standar pengelolaan keuangan (penerimaan dan 
alokasinya) dan telah dijalankan secara
konsisten sesuai dengan mekanisme yang 
ditetapkan serta ketersediaan dana dan 
sumbernya untuk mendukung pelaksanaan dan 
pengembangan tridarma



#3-34. Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi

Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan 
eksternal pada tata pamong pengelolaan organisasi. 
Pelaksanaan survey memenuhi 4 aspek berikut: 

1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, 
mudah digunakan, 

2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam
secara komprehensif, 

3) dianalisis dengan metode yang tepat serta
bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 

4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti
untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara
berkala dan tersistem. 

Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran
kepuasan pemangku kepentingan serta
mengolahnya dan digunakan untuk perbaikan
secara konsisten yang mencakup 4 aspek
diantaranya: 1) menggunakan instrumen kepuasan
yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) 
dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam
secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode
yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan
keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan
balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan 
peningkatan mutu luaran secara berkala dan 
tersistem. dengan hasil minimal 80% pemangku
kepentingan menjawab puas terhadap layanan
pengelola.



#3-35. Perguruan Tinggi/Program Studi memperoleh audit eksternal keuangan

Perguruan tinggi menerapkan sistem pengelolaan
keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan
tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, dibuktikan dengan hasil audit 
keuangan eksternal, dan laporan keuangan yang 
menunjukan ikhtisar laporan keuangan dipublikasikan
ke masyarakat

Pelaksanaan dan hasil audit bidang keuangan di 
perguruan tinggi adalah: Badan Penyelenggara diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik dengan hasil Opini Wajar
Tanpa Pengecualian, dan laporan keuangan yang 
menunjukan ikhtisar laporan keuangan dipublikasikan
secara luas ke masyarakat



Terimakasih
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